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Ketua DPRD Kotabaru Ingatkan Kades tentang Pemanfaatan Dana Desa 

 

  
Sumber gambar: 

https://kalsel.antaranews.com/berita/374199/ketua-dprd-kotabaru-ingatkan-kades-tentang-

pemanfaatan-dana-desa 

 

 Ketua DPRD Kotabaru, Kalimantan Selatan, Syairi Mukhlis mengingatkan 

kepala desa untuk hati - hati dan transparan dalam mengelola Dana Desa. Apalagi, 

penyelenggaraan Undang-Undang Desa, alokasi anggaran Dana Desa terus mengalami 

peningkatan.  

 Ungkapan ini di sampaikan ketua DPRD pada saat menghadiri sosialisasi 

penggunaan dan Pengawasan biaya desa Sekabupaten Kotabaru tahun 2023 yang diikuti 

198 kepala desa berjalan di Gedung Paris Barantai. 

 "Penggunaan anggaran perlu pengawasan yang di lakukan semua pihak agar 

pemanfaatannya tidak  di salah gunakan," kata Syairi Mukhlis di Kotabaru, Rabu. 

 Menurut Syairi, Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk menciptakan 

komunikasi yang efektif antara pemangku kepentingan untuk bersama-sama 

mengoptimalkan pembinaan serta pengawasan atas pengelolaan Dana Desa. 

 Dengan begitu, kita bisa meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, serta menanggulangi kemiskinan sesui hasil RPJM des di 

wilayah masing masing. 

 "Program dana desa merupakan salah satu implementasi Nawacita presiden RI 

yaitu Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan 

Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan," ujarnya 
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 Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Basuki 

menjelaskan, Kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

 "Adapun dasar hukum kegiatan sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 20 

tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan tujuan agar Kepala Desa dalam 

penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak bermasalah 

dengan hukum," jelas  Basuki 

 

Sumber berita: 

1. https://kalsel.antaranews.com/berita/374199/ketua-dprd-kotabaru-ingatkan-kades-

tentang-pemanfaatan-dana-desa, 7 Juni 2023.  

2. https://www.beritaja.com/ketua-dprd-kotabaru-ingatkan-kades-tentang-

pemanfaatan-dana-desa-beritaja-44199.html, 4 Juni 2023. 

 

Catatan: 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Tahun 2022  

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara 

yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja 

daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

 

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA  

Pasal 5  

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf 

a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.  

(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan 

untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:  

a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa; 

b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan  

c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa. 

Pasal 6  
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(1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk 

pencapaian SDGs Desa:  

a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;  

b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan 

usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi 

Desa merata; dan  

c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan 

dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk 

mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.  

(2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk 

pencapaian SDGs Desa:  

a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi 

informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk 

pembangunan Desa;  

b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;  

c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa 

kelaparan;  

d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan 

e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat 

secara menyeluruh dalam pembangunan Desa. 

(3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam 

sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf 

c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:  

a. mitigasi dan penanganan bencana alam;  

b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan  

c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana 

Desa;  

(4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 


